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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka 

penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Terhadap hak atas tanah yang telah dibuktikan sertifikat masih 

berkedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat jika tanahnya berada di 

atas tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero), sepanjang data 

fisik dan data yuridis didalamnya sesuai dengan data yang ada dalam surat 

ukur dan buku tanah yang bersangkutan, dan sepanjang tidak ada pihak 

lain yang dapat membuktikan sebaliknya, artinya apabila PT Kereta Api 

Indonesia dapat membuktikan terhadap suatu bidang tanah yang telah 

diterbitkan sertifikat adalah secara sah dan nyata miliknya dan terhadap 

sertifikat tersebut dapat dibuktikan adanya ketidakbenaran data fisik dan 

data yuridis maka sertifikat hak atas tanah yang berada di atas tanah 

grondkaart tetap dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan sistem publikasi 

yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menganut 

sistem publikasi negatif tidak murni, yang mana sertifikat dianggap 

sebagai alat pembuktian yang kuat, agar data yang disajikan sejauh 

mungkin dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dasar dari PT KAI 

dapat membuktikan bahwa ia adalah pihak yang secara sah dan berhak 

menguasai tanah yang tumpang tindih dengan sertifikat berdasarkan 

grondkaart yang dimiliknya, dasarnya yaitu dengan dibuktikan sejak 

zaman kolonial Hindia Belanda perusahaan kereta api yang berlaku yaitu 

perusahaan kereta api milik Belanda, sehingga dalam hal tanah-tanah yang 

digunakan oleh kereta api dibuktikan dengan grondkaart yang berisi 

pengukuran dan pemetaan tanah untuk keperluas aset perusahaan kereta 

api Belanda pada saat itu, tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart 

tersebut merupakan tanah negara berdasarkan Agrarische Wet, setelah 

merdekanya Indonesia terdapat dualisme antara perusahaan kereta api 

Indonesia dengan perusahaan kereta api milik Belanda sehingga 
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berdasarkan UU Nomor 86 Tahun 1958 perusahaan kereta api milik 

Belanda dinyatakan menjadi milik Negara Republik Indonesia, termasuk 

juga aset-aset tanah kereta api yang dibuktikan dengan grondkaart 

berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 2 Tahun 1959. Mengenai obyek dari 

grondkaart sendiri bahwa setelah Indonesia merdeka terhadap tanah 

negara yang sebelumnya mengacu pada Agrarische Wet ditegaskan 

berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1953 bahwa terhadap tanah negara 

dikonversi menjadi hak penguasaan atas tanah negara, sehingga BPN 

melakukan pencatatan grondkaart sebagai hak penguasaan atas tanah 

negara yaitu PT Kereta Api Indonesia, yang kemudian hak penguasaan 

atas tanah negara dikonversi oleh PMA Nomor 9 Tahun 1965 menjadi hak 

pakai dan hak pengelolaan yang perlu dilakukannya pendaftaran, dari 

ketentuan yang mendukung tersebut menunjukkan bahwa tanah-tanah 

grondkaart itu sudah ada dan tercatat sebagai alat bukti penguasaan tanah 

yang dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia dan dijadikan sebagai alat 

bukti yang sah dan diakui oleh Pemerintah yang berwenang, maka 

kedudukan sertifikat hak atas tanah yang berada di atas tanah grondkaart 

dapat dibatalkan. Pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut otomatis 

membatalkan hak atas tanah terhadap pemegang hak yang dibatalkan 

sertifikatnya. 

 

2. Pada dasarnya setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan 

hukum, khususnya dalam bidang hukum pertanahan, hal ini sejalan dengan 

negara yang mengakui keberadaan hak-hak tanah baik itu hak perorangan 

maupun hak komunal/bersama (masyarakat hukum adat), dalam tanah di 

Indonesia dikuasai oleh Negara berdasarkan UUD 1945 dilakukan untuk 

kemakmuran rakyat, sehingga adanya aturan hukum terhadap hak atas 

tanah untuk melindungi para pihak dalam mempertahankan haknya dari 

gangguan pihak lain. Pemegang sertifikat hak atas tanah merupakan pihak 

yang mendapatkan perlindungan secara hukum, yaitu terhadap pemegang 

hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah untuk 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepadanya, yang 
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ditujukan agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. Kedudukan sertifikat yaitu sebagai alat 

pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak lain yang dapat 

membuktikan sebaliknya sehingga data fisik dan data yuridis yang 

tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Artinya 

apabila dikaitkan dengan pemegang sertifikat hak atas tanah yang mana 

tanah tersebut ternyata berada di atas tanah grondkaart PT Kereta Api 

Indonesia, bahwa PT KAI sebagai pihak yang harus dapat membuktikan 

sebaliknya yaitu dengan membuktikan bahwa ia adalah pihak yang secara 

sah berhak menguasai tanah tersebut berdasarkan grondkaart yang ia 

miliki. Ketika PT KAI berhasil membuktikan sebaliknya berkaitan data 

yang tercantum dalam sertifikat tersebut ialah tidak benar maka terhadap 

sertifikat hak atas tanah tersebut tetap dapat dibatalkan. Berkaitan dengan 

hal tersebut perlindungan terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah 

yang berada di atas tanah grondkaart apabila pemegang sertifikat hak atas 

tanah telah memperoleh tanah dengan itikad baik, maka perlindungan 

hukum yang dapat diberikan kepadanya adalah dengan cara ia melakukan 

upaya hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang 

mengalihkan obyek tanah kepada pemegang sertifikat, karena 

kekeliruannya sehingga pemegang sertifikat yang beritikad baik dirugikan, 

serta mengguggat kepada BPN/ Kantor Pertanahan tempat dimana ia 

menerbitkan sertifikat hak atas tanah, karena tidak cermat dalam 

menerbitkan sertifikat hak atas tanah, padahal tanah tersebut sudah ada 

yang menguasainya yaitu PT KAI. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi pemegang sertifikat hak atas tanah, sebaiknya melakukan kehati-hatian 

dalam memperoleh obyek tanah, yaitu dengan memastikan bahwa tanah yang 

bersertifikat telah memperoleh keterangan dari Kantor Pertanahan dan 

mengenai riwayat hubungan hukum antara tanah yang menjadi obyek dengan 

pemegang sertifikat. 
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2. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebaiknya untuk segera mengkonversi 

dan mendaftarkan tanah-tanah yang dikuasainya sesuai dengan prioritas dan 

kemampuan dari PT Kereta Api Indonesia, agar memberikan kepastian hukum, 

perlindungan hukum kepada PT Kereta Api Indonesia yang menghasilkan surat 

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, juga agar 

menghindari terjadinya kasus tumpang tindih alat bukti kepemilikan dalam satu 

bidang obyek tanah.  

3. Ketika PT KAI terbukti sebagai penguasa tanah, terhadap tanah yang tumpang 

tindih dengan sertifikat hak atas tanah, dan sertifikat hak atas tanah itu menjadi 

dibatalkan, maka PT KAI segera mengkonversi tanah tersebut menjadi hak 

pengelolaan atau hak pakai agar tanah tersebut tidak diklaim kembali oleh 

pihak lain, dan juga terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah itu harus 

mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik PT KAI, maka dari itu 

sebagai salah satu bentuk solusi atas pembatalan sertifikat hak atas tanah 

karena sertifikat tersebut di atas tanah grondkaart, terhadap pihak yang 

beritikad baik dalam memperoleh tanah khususnya apabila di atas tanah 

tersebut sudah ada bangunan, maka sebaiknya pihak pemilik bangunan dapat 

melakukan kerja sama dengan PT KAI supaya sebagai pemilik bangunan ia 

tetap dapat izin huni untuk tinggal di bangunan di atas tanah PT KAI. 

4. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan sebagai unit 

kerja BPN, sebaiknya melakukan tindakan yang nyata sejak saat berlakunya 

PP Nomor 8 Tahun 1953 diberlakukan yaitu mencatat tanah negara menjadi 

hak penguasaan atas tanah negara agar PT Kereta Api Indonesia mendapatkan 

perlindungan hukum yang nyata. Selain itu BPN sebaiknya lebih teliti dan 

cermat sebelum menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah, dengan meneliti 

dan melakukan penyelidikan terhadap riwayat tanah terlebih dahulu obyek 

tanah yang akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah, mengenai tanah tersebut 

sudah ada pihak yang menguasai atau belum, dengan melihat riwayat terhadap 

obyek tanah pada buku tanah yang bersangkutan agar kasus-kasus serupa 

terkait sengketa alat bukti yang tumpang tindih di tanah yang sama.  

5. Bagi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk 

melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Pembinaan 
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BUMN untuk melakukan penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik 

PT Kereta Api Indonesia yang diuraikan dalam grondkaart, yang menegaskan 

bahwa tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart pada dasarnya adalah 

merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap Perumka, 

sehingga perlu dimantapkan statusnya menjadi milik/kekayaan PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) sebagai bentuk dalam menindaklanjuti surat dari Menteri 

Keuangan/Dirjen Pembinaan BUMN kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional no.S-11/MK.16/1994. 
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